
.J. Pcraruran ... 

J. Pcraturan l'rc~idcn Nomor 90 Iahun 2007 tenumg Raclan Koordinasi 
Penanaman I'\ luJal: 

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 53 lahun 2010 tentang Disiplin Pegawa] :>kg.err 
Sipil (Lcmbaran \ccara Tatum ~010 l'\omor 7-1. Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 5135): 

1. Peraturan Pernerintah Nornor -12 Tahun 200~ tentang Pernbinaan Jiwa Korps 
clan Kode Erik Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nornor 
1-12. Tambahan Lcmbaran Negara Nemer .J-150); 

l'\kngingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu 
menetapkan Peraturan Kepalu Badan Koordinasi Pcnanaman Modal tcutang 
Kode Erik Pegawai Badan Koordinasi Penanaman i\lodal: 

:1. bahwa dalam rangka rneningkatkan kesadaran seluruh Pegawui Sadan 
Kuordinasi Pcnanaman \ lodal dalam rucnjaga intcgritas pribadi bagi 
pelaksannan tugas dan kewenangannyu sena untuk menjunjung tinggi prinsip­ 
prinsip tarn kelola kepernerintahan yang baik (f!11,1d governances. perlu 
diterapkan kode ctik bagi pcgawai Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

~lenimbang 

KEPAI.,\ BAL>AN KUORDNASI PE:--IA'.'IAM,\1' l'\IODAL. 

DENGi\N RAH:\IAT fl;HA:--I YANG l'\IAHA ESA 

TF.l\TA'.'10 

KODE E"l lK PEGA W1\I BAD.AN KUORDINASI PENA1'A:\IAN MODAL 

PERA TUR.AN 
KEPALA OAD.AN KOOKDINASI PENANAMAN t-.·IODAL 

NOMOR 9 "1.AHUN 2011 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBUK INDONESIA 



BAB Jl ... 

5. Pernangku kepentingan BKPM adalah pihak-pihak lain yang terkait baik dalarn 
bentuk perorangan maupun kclompok yang mempunyai kepcntingan dengan 
produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh BKPM. 

4. I'elanggaran adnlah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau pcrbuatan 
Pcgawai BKPM yang bertentangan dengan Kode Etik. 

3. Majclis Kode Etik Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disebut Majclis 
Kode Etik adalah Pejabat di Lingkungan Badan Koordinasi Pcnanarnan Modal 
yang ditunjuk oleh Kepala BKPM, Pejabat Eselon I a11111 Pejabat Eselon U 
yang bertugas mcmeriksa pelanggaran Kodc Etik. 

2. Kode Erik Pegawai BKPM, yang selanjutnya disebut Kodc Etik, adalah 
pedornan tcrrulis yang mencakup uorma-norma perilaku yang wajib dipatuhi 
dan dilaksanakan olch Pegawai OKPM baik dalam rangka pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi organisasi maupun dalam pergaulan hidup sebari-hari. 

Dal nm Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Badau Koordinasi Pcnanarnan Modal, yang selanjutnya disebut 
Pcgawai BKPM, adalah sernua pejabat/pegnwai baik berstarus sebagai Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pcgawai Ncgeri Sipil (PNS) 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja/rnelaksanakan tugas di 
lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MElvfUTUSKAN : 

PF.RATURAN KEPALA SADAN KOORDfNASI PENANAMAN MODAL 
TENTAJ"IG KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN 
MODAL. 

4. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 90/SKn007 
tcntang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman M.od~ 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kcpala Badan Koordinasi 
Pcnnnaman Modal Nomor I Tahun 2011; 
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Menetapkan : 

. . 



(6) Rcligius ... 

(5) Produktif, yaiiu mampu bekerja keras dcngan orientasi hasil kcrja yang 
sisternatis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah 
ditctapkan dengan rnenggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif 
dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat 
dipenanggungjawabkan, serta senantiasa dievaluasi sccara berkala dan 
terbuka untuk semua pernangku kepentingan BKPM. 

(3) lnovatif, yaitu kaya akan ide baru dan selalu meningkaikan kcmarnpuan 
dalam rangka rnelaksanakan tugas kedinasan, 

(2) ProfcsionaJ, yaitu berpengetahuan luas, berketerampilan yang iinggi 
sehingga mampu bekcrja sesuai dengan kompetensi, mandiri dan 
bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, 

Nilai-nilai dasar Kode Etik scbagai berikut: 

(I) Integritas, yairu bersikap, bcrperilaku dan bcrtindak jujur tcrhadap diri 
scndiri dan llngkungan, obyektif terhadap perrnasalahan, memiliki 
komitrncn terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, 
berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan rcsiko kerja, disiplin dan 
bcrtanggungjawab. 

Pasal 3 

BAB Ill 
NILAl·NILAI DASAR KODE ETIK 

Kode Erik Pcgawai BKPM bcrtujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra 
dan kredibilitas Sadan Koordinasi Penanaman Modal mclalui penciptaan tata 
kerja yang baik, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendorong peningkatan 
kincrja serta kehannonisan hubungan antar pribadi baik di dalrun maupun di [uar 
lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam rangka mcncapai dan 
mewujudkan visi dan misi Sadan Koordinasi Penanaman Modal. 

Pasal 2 

BAD II 
TUJUAN KODE ETIK 



(2) Pcgawai ... 

(I) Pcgawai DKPM wajib: 
a. mcngamalkan perilaku dan tingkah laku sesuai dengan agama dan 

kepercayaan yang dianut serta benoleransi terhadap agama lain. 
b. mcmaruhi segala peraturan pcrundang-undangan dan kedinasan yang 

berlaku khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi DKPM, 
Peraturan Disiplin PNS dan Kode Etik Pegawai BKPM. 

c. bckerja dengan jujur, tertib, cermai, bertanggung jawab dan profesional. 
d. mernberikan pelayanan dcngan cepat, tepat, aman, nyaman dan akuntabel 

kcpada pemangku kcpentingan sesuai dengan lingkup kewenangan rugas 
dan tanggungjawabnya. 

e, mcnjaga data dan/arau dokumen milik BKPM dalam bcnruk apapun yang 
menurut sifatnya harus dijaga kerahasiaannya. 

r. bcningkah laku sopan santun tcrhadap sesama pcgawai, atasan dan 
bawahan sehingga tercipta dan terpelihara suasana kerja yang baik. 

g. mcnjaga nama baik Korps Pegawai Badan Koordinasi Penanaman 
Modal. 

h. berpakaian rapi, sopan, mengenakan tanda pcngenal sesuai kctcntuan dan 
dilarang memakai sandal. kecuali untuk keperluan kc toilet atau ibadah 
shalat atau karcna gangguan kcscharan. 

Pasal 5 

Pegawai BKPM wajib mernamhi dan berpcdoman pada Peraturan Pcmerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Kode Erik 
Pcgawai BKPM sebagairnana ditetapkan dalam Peraturan Kcpala Dadan 
Koordinasi Penanaman Modal ini. 

Pasal 4 

BAB TV 
KODEETIK 

(6) Religius, yaitu berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bera~a di 
bawah pcngawasan Tuhan Yang Malia Esa, tckun melaksanakan ajaran 
agama, mengawali tindakan selalu didasari dengan niat ibadah, sehingga apa 
yang dilakukan akan selalu lcbih baik secara berkclanjutan. 

(7) Kepernimpinan, yaitu berani mcnjadi pclopor dan penggerak perubahan 
dalam pcnyelcnggaraan kepemerintahan yang baik dan dapat dipcrcaya 
unruk meneapai kinerja yang melebihi harapan. 



(6) Pcnyampaian .... 

(5) Sanksi moral sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan 
dengan surat keputusan oleh Pejabat yang bcrwenang yang rncmuat 
pelanggaran Kode F.tik yang dilakukan, 

(3) Pejabat yang berwcnang memberikan Sanksi Moral adalah Kcpala Rodan 
Koordinasi Penanaman Modal atau Pejabat yang ditunjuk. 

(4) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ay111 (2) huruf a, 
disarnpaikan secara tertutup atau terbuka. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa: 
a. sanksi moral berupa pcrmohonan maaf dan pcrnyataan penyesalan secara 

tertulis; dan/arau 
b. hukurnan disiplin bcrdasarkan Peraturan Pcmerintah Nornor 53 Tnhun 

2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Ncgeri Sipil. 

Pasal 6 

(I) Pegawai BKPM yang mclanggar Kode Etik dikcnakan sanksi. 

BABV 
SANKS I 

(2) Pegawai BKPM dilarang: 
a. melakukan pcrbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif (SARA) baik melalui 

sikap, perkataan, perbuatan dan tindakan lainnya yang dapat berakibat 
merugikan pemangku kcpentingan BKPM. 

c. mcnjadi simpatisan dan/atau anggota atau pcngurus panai politik. 
d. melakukan kcgiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak 

langsung patut diduga menirnbulkan benturan kepentingan dalam 
menjalankan tugas, kewenangan dnn posisi scbagai Pegawai BKPM. 

c. mencrima gratifikasi sebagairnana dimaksud Pasal 128 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

f. mcmanfaatkan fasilitas kantor, barang-barang, uang atau surat-surat 
berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya. 

g. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar dan 
diperolehnya terutama terkait dengan tugas-tugas OKPM yang wajib 
dirahasiakan, kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa persctujuan 
tertulis dari Kepala OKPM atau pejabat yang ditunjuk. 

h. mernbuat, mengkonsumsi, mernperdagangkan dan/atau rnendistribusikan 
segala bentuk narkotika dan/atau minuman kcras dan/atau obat-obatan 
psikotropika dan/atau barang terlarang lairmya secara ilcgal. 

1. melakukan perbuatan asusila dan berjudi. 



BAB VI ... 

(13) Dalam hal Pegawai BK.PM yang dikenaka.n sanksi moral tidak bersedia 
mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau rncmbuat 
pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan 
Peraturan Pcmerintnh Nomor 53 Tahun 2010. 

(12) San.ksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan 
selambat-larnbatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral 
disampaikan. 

(11) Dalam hal Pegawai BKPM yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa 
a\asan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka 
Pegawai BKPM yang bersangkutan dianggap ielah menerima kcputusnn 
sanksi moral tesebut, 

(I 0) Dala.m ha! sanksi moral dlsarnpaikan secara tcrbuka melalui pa pan 
pengumurnan atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 
ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral. 

(9) Dalarn hal sanksi moral disampaikan sccara terbuka melalui forum 
pertemuan resmi PNS, upacara bendera atau forum lain disarnpaikan 
sebanyak I (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disarnpaikan oleh Pejabat 
yang berwcuang kepada Pegawai BKPM yang bersangkutan, 

(8) Dalam ha! sanksi moral disampaikan secara terturup, berlaku sejak tanggal 
disarnpaikan olch Pejabat yang berwenang kepada Pegawai DKPM yang 
bersangkutan. 

(7) Penyarnpaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), disampaikan oleh Pcjabat yang berwenang atau Pejabat lain yang 
ditunjuk melalui: 
a. forum perternuan resmi PNS; 
b. upacara bendera; 
c. papan pengurnuman; 
d. media massa; 
e. forum lain yang dipandang perlu untuk itu, 

(6) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), disampaikan oleh Pejabat yang berwcnang dalam ruang tertutup yang 
hanya diketahui oleh Pegawai BKPM yang bersangkutan dan Pejabat lain 
yang terksit dcngan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah 
dari Pegawai BKPM yang bersangkutan. 

. 6. 



(2) Pimpinan ... 

Pasal 8 

{I) Kepala BKPM rncnctapkan pernbentukan Majelis di tingkat BKPM 
unruk mcrneriksa para Pegawai yang memangku jabatan strukiural Eselon 
I dan Eselon II atau yang setingkat di lingkungan BKPM. 

RAB Vil 
PF.MBENTUKAN :VIAJELIS KOOF ETIK 

(6) Atasan Pegawai BKPM yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode 
Erik dan dikenakan sanksi moral. 

(5) Dalam mclakukan penelitian atas pengaduan dan/aiau dugaan pelanggaran 
Kode Erik, atasan dnri Pegawai yang mclakuknn pelanggaran sccara 
berjcnjang wajib meneruskan kepada Pejabat Kepegawaian yang berwenang 
membcntuk Majelis Kodc Erik. 

(4) Atasan Pegawai BKPM yang menerima pengaduan dan/atau mengctahui 
adanya dugaan pelnnggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tcrscbut 
dan menjaga kerahasiaan idenritas Pelapor. 

(3) Penyampaian pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, 
bukti-bukti clan idcntitns Pelapor. 

(2) Setiap orang atau pemangku kepentingan BKPM yang mengetahui adanya 
dugaan pelanggaran Kode Erik dapat menyampaikan pengaduan secara 
tertulis kepada atasan Pegawai yang mclakukan pelanggaran dan 
ditcmbuskan kepada Bagian Kepegawaian BKPM. 

(1) Dugaan tcrjadinya pelanggaran Kode Erik diperoleh dari: 
a. pengaduan tertulis; 
b. website www.bkpm.go.id; dan/atau 
c. ternuan dari Pegawai BKPM. 

Pasal 7 

8/\D VI 

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK 



(8) Dalam ... 

(1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga 
melakukan pelanggaran Kodc Erik. 

(2) Apabila Pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan 
pernanggi lan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. 

(3) Dalam ha! Pegawai tidak bcrsedia mcmenuhi panggilan kcdua dari 
Majelis tanpa alasan yang sah, dianggap mclanggar Kode Erik, sehingga 
Majelis merekomendasikan agar Pegnwai yang bersangkutan dikcnaknn 
sanksi moral. 

(4) Majelis mcngambil keputusan setelah memcriksa dan memberi kesernparan 
mernbela diri kepada Pcgawai yang diduga melanggar Kode Erik. 

(5) Pemeriksaan oleh Majclis dilakukan secara tenutup. 
(6) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat. 
(7) Dalam hat musyawnrah mufakat sebagaimana dimaksud pada aym (6) tidak 

tercapai, keputusan diambil dcngan suara rerbnnyak. 

Pasal 10 

BAB Vlll 

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELJS KUDE ETIK 

(4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah 
dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa, 

(3) Anggota Majelis Kodc Etik bcrjumlah ganjil. 

(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari: 
a. I (satu) orang Ketua merangkap Anggota; 
b. I (satu) orang Sekretaris mcrangkap Anggota; 
c. Sckurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggora; 

(I) Majelis Kodc Erik diberuuk sctiap terjadi pelanggaran Kode Etik. 

Pasal 9 

(2) Pimpinan unit Eselon I menetapkan pcmbentukan Majclis untuk memeriksa 
para Pcgawai yang memangku jabatan struktural Eselon UI dan Eselon IV atau 
yang setingkat don pelaksana di lingkungannya masing-rnasing. 

(3) Pimpinan unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapnt 
mendelegasikan wcwenangnya untuk membentuk Majelis di lingkungannya 
masing-masing kepada serendah-rendahnya Pejabnt Eselon II. 

. 8. 



PENUTUP ... 

Pejabat yang berwenang membcrikan sanksi moral wajib rnernberikan sanksi 
moral dengan menggunakan formulir sebagairnana ditctapkan dalam Lampiran 
Ill Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal ini, selambat-lambatnya 
IO (sepuluh) hari kerja sejak ditcrimanya keputusan Maje I is. 

Pasal 12 

BABIX 
K.EWAJIOAN PEJABA TY ANG BER \VENANv 

MEMBEK.IKAN SANKSI MORAL 

Pasal 11 
(I) Majclis wajib mcnyampaikan kcputusan Majelis kepada Pejabat yang 

berwenang mernberikan sanksi moral dengan rnenggunakan fonnulir 
Laporon I Iasil Pcmeriksaan Majelis sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini. 

(2) Dalarn hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin 
sebagaimana dimaksud Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis 
menyarnpaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung 
Pegawai untuk ditcruskan secara hirnrki kepada Pejabat yang berwenang 
rnenjaruhkan hukuman disiplin guna perneriksaan lebih lanjut, scbagaimana 
ditetapkan dalam Larnpiran JI Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal ini. 

(3) Kepurusan Majelis sudah harus disampaikan kepada Pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) selambat lambatnya IO (sepuluh) hari 
kerja sejak tanggal keputusan Majclis. 

(4) Apabila berdasarkan pcmeriksaan Majelis, Pcgawai yang diduga 
melakukan pelanggaran Kode Erik terbukti tidak bersalah, Majelis 
rncnyampaikan surai pcmberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang 
bersangkutan sclambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja scjak tanggal 
kcpnrusan Majelis. 

(8) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak 
tercapai, Ketua Majclis wajib mcngambil keputusan. 

(9) Kepurusan Majclis untuk pelanggaran Kode Erik bersifat final. 
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rxr. 

· rakat, dan Tata Usaha Pimpinan 

SERITA NEGARA RF.PIIRLIK INDO:-.JCSl1\ TAIIUN 2011 NOtvlOR 513 

PATRIALIS AKBAR 

ttd. 

MENTER! HIJKIJM DAN HAK AS/\SI Mi\NUSL'\ 
REPUI3LIK INDONl:SIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 A gust us 2011 

GITA IRA\VAN \\IIRJAWAN 

ttd. 

KEPALA 13AOAN K()ORDINASI PENANAMAN M0DAL. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 A gust us 2011 

Agar seiiap orang mcngctahui, memcrintahkan pengundangan Peraturan 1111 

dengan pcncmpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Pasal 13 

PENlJTL!P 

. 10. 



Dcmikian kami sampaikan, atas perhatiun Saudara kami ucapkan terima kasih, 

2. Perbuaran tersebut melanggar Kode Ctik ") hutir ke .. sehingga kepada Sdr. .... NIP. . ..... 
direkornendasikan untuk dikcnakan sanksi moral berupa ..... secara tcrtutup/terbuka=v") 
sebagnirnana diatur dalarn Pcraturan Kepala Hadan Koorctinasi Penanaman Modal 'lo ..... tentang 

Kodc "tik Pegawai Badan Koorctinasi Penanaman ~ lodal. 

Yang bersangkuian tcrbukti telah melakukan pcrbuatan . 

a. Narna 
b. NIP 
c. Pnngkat/Golongan 
d. Jabatan 
e. Unit Organisasi 

I. Berkenaan dcngan adanya dugaan pelanggaran kode etik, rnaka pads hari tanggal bul:m 
...... tahun ..... telah dilakukan pcmcriksaan pada : 

Ke pad a 
Y1h. Pejabat yang berwcnang membcrikan sanksi moral .. ) 
di 
Jakarta 

Jakarta, 

LAPORAN IIASII. PEf\·IERIKSAAN l'vlAJELIS KODE ETIK *) 
l\omor . 

Contoh Format I .aporan I lasil Pemeriksaan Majclis Kade Erik Pcgawai BKPM 

1.AMPIRAN I 
PEKA TURAN KEPAl.1\ OKP/1.1 
NOMOR : 9TAIIUN 2011 
TANGGAI. : 18 AGUSTUS 2011 



GITA IRA WAN WIRJA \\'AN 

ud. 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, 

Catatan : 
'") Tulis nama unit csclon I; 

H) Tulis nama jabatan pejabat yang berwenang mernberikan sanksi moral sesuai Keputusan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

•Hj Corel ynng tidak pcrlu 

Anggota Anggora Anggoia 

Nam a Nama Nam a 
NIP NIP NIP 
Pangkat Pangka; Pangkat 
Jabatan Jabatan Jabatan 
Tanda Tanda Tanda 
Tangan Tangan Tengan 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Tanda 
Tangari 

Nnma 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Tanda · 
Tangan 

Ketua Sekreiaris 

Majclis Kode Etik 



Dernikian kami sarnpaikan. alas perharian Saudara kami ucapkan terima kasih. 

2. Perbuatau rerscbur melanggar Pasal ..... huruf ... ./Pa,al .... huruf ... Peraturan Pernerintah Nomor 53 
l'ahun 2010. sehingga Sdr .... NIP. Perlu dilakukan pcmeriksaan lebih lanj,u sesuai ke1e111ua11 
Pcrmuran Pemcrimah Nomor 53 Tahun 2010. 

a. Narna 
b. 'IIP 
c. Paugkat/Golongan 
d. Jabatan 
e. Unit Organisasi 
Yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan . 

I. Berkcnaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode eiik. maka pada hari ..... langgal ..... bulan ...... 
tahun ..... telah dilakukan pcmeriksaan kepada : 

Kcpada 
Yth, Pejabat yang bersangkutan+") 
di 
Jakarta 

Jakarta. 

LAPOKAN IIASIL PEMERIKSAAN i\lAJEI.IS KODE ETIK •) 
'lomor .. 

Contob Format l.aporan Has ii Pcmeriksaan vtajelis Kode Etik Pegawai RK Pl\! 

L,\i\lPIKAN II 
PEKATUR.-\N KEPr\L\ 8KPI\I 
NOMOR : tJ TAI IUN 2011 
TANGGAL: 18 AGlJSTUS 2011 



GITA IRA W,\N WIRJA WAN 

ud. 

KEPALA 13ADAN KOORDINASI PF.NANAt\1AN I\IODAI.. 

Catatan : 
•) Tulis nama unit cselon I; 

H) Tulis nama jabatan Arasan Pegawai yang bcrsangkutan 

Anggota Anggota Anggota 

Nama Narna Nam a 
NIP NIP NIP 
Pangkat Pangkat Pangkai 
Jabatan Jubatan Jabatan 
Tanda Tanda Tanda 
Tangari Tongan Tangari 

Nnma 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Tanc!a 
Tangnn 

Nnma 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Tnnda 
Tangan 

Keiua Sekretaris 

l\lajeli~ Kode Euk 



Dcmikinn karni snrnpaikan, aras perhatian Saudara kami ucapkan tcrima kasih. 

2. Perbuatan rersebut melanggar Pasal 2 huruf ... Jl'asal 3 huruf ... Peraturan Pemcrimah Nomor 30 
Tahun 1980 yang dapat dijatuhi hukuman disiplin bcrupa pernbcrhentian, sehingga icrhadap. Sdr .... 
J\IP. Direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh lnspektorm Badan Koordinasi 
Pcnanaman Modal. 

Yang bersangkutan rerbukti telah melakukan perbuatan . 

a. Nam a 
b. NIP 
c. Pangkat/Golougan 

d. Jabaran 
e. Unit Organisasi 

I. Berkcnaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode ctik, maka pada hari tanggal bulan . 
tahun ..... telah dilakukan pcmeriksaan kepada : 

Kcpada 
Yth. Atasan Pejabat yang bersangkutan .. ) 
di 
Jakarta 

Jakarta, 

LAPORAN IIASIL PEMERIKSAAN :-.tAJF:LIS KOOETIK ¥) 
Nomor .. 

LAMPIRA'.'1111 
PERATURAN KEPAL\ BKPIII 
NOlltOR 
TANGGAL: 



GITA IRAWAN \VIRJAWAN 

ud. 

KP.P,\LA SADAN KOORL>INASI PE~i\NAMAN 1'10Di\L, 

Catarnn : 
') Tulis nama unit csclon I: 

.,) Tulis narna jabatan A111san Pegawai )ang bersangkutan. 

Anggota Anggota Anggota 

~ama Nam a Nam a 
NIP NIP NIP 
Pangkat Pangkat Pangkat 
Jabatan Jabatnn Jabatan 
Tnnda Tanda Tanda 
Tangan Tangan Tangan 

Nam a 
NIP 
Pangkat 
Jabaian 
Tonda 
Tangan 

Nam a 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Tanda 
Tangan 

Sekretaris 

Majelis Kodc Etik 


